
 

 

 

 

 

 

 

 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA  

NOMOR  170/     /TAHUN 2020 

TENTANG  

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
 DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  

TAHUN ANGGARAN 2021 
 

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

BANJARNEGARA,  
 

  Menimbang : a. bahwa untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah 
perlu mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan 
rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang dituangkan 

dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah 
Kabupaten Banjarnegara;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
huruf a perlu mendapatkan persetujuan Pimpinan  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang 
dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Banjarnegara;  
 

  Mengingat 
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1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah- daerah  Kabupaten Dalam Lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah(Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42)  

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan kedua Atas Nomor 23 Tahu n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tantang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Repub;ik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137,tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan 
Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada daerah 

Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah; 

 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 

Nomor 16 tahun 2007 tentang tata cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);  

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah    ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional        ( 

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1021); 

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 



 

 

 

 

 

 
Memperhatikan 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

: 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 

Nomor 7,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Nomor 99); 

24. Peraturan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Rapat Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten 

Banjarnegara tanggal 27 November 2020 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan  :  

KESATU 

 
 

KEDUA 

: 

 

 
: 

Menyetujui Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tentang  Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Banjarnegara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud 

dalam diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
2. 

 
3. 

Pendapatan Daerah      
Belanja Daerah          

Defisit Anggaran  
Pembiayaan Daerah     
a. Penerimaan Pembiayaan    

b. Pengeluaran Pembiayaan  
   Jumlah Pembiayaan Netto  

   Sisa lebih pembiayaan     
Anggaran Tahun Berkenaan 

(SILPA)                                                                                                                          

Rp.2.108.924.772.260,- 
Rp.2.176.024.772.260,- 

Rp.     67.100.000.000,- 
 
Rp.     75.000.000.000,- 

Rp.       7.900.000.000,-       
      

Rp.                           0,- 

 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

   Ditetapkan di : Banjarnegara. 

  pada Tanggal :  27 November  2020 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. 

Bupati Banjarnegara 

 

 


